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TEIYTAIYG
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Menlmbang

MILIK DAERAII

DEITGAIT RAIIMAT TI'HAIT YAITG MAIIA ESA

GUBERITUR ITUSA TENGGIARA TIMUR,

: a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

16ael;

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlI tentang

Meagingat

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523\; L



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

s67el;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (t,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor

5a7l;

Dcngan Persetuluan Bersama

DEWA.IT PERWAXIL/\I{ RAI(YAT DAERAII PR,OVINSI
ITUSA TEITGGARA TIUT'R

&n
GI'BERITI'R ITUSA TEIt(rcARA TIUUR

TEIUTUSKA.IT:

: PERATIIRAN DA.ERAII TEITTAITG PEWCAAUTAIT

PERATI'RAIT DAERAE PROVIIT$ !ruSA TEN(rcARA TIUI'R
ITOUOR 3 TAET'II 2OO8 TEIITAITG PEITGELOI.'AAX BARAITG
MIIJK DJIERAII.

P88al I
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2OO8

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2OO8 Nomor OO3 Seri E Nomor OO2, Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0013) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. I



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2O16

TIMUR,

FRANS LEBU

Diundangkan di Kupang
Oktober 2016

PROVTNSI
TIMUR,

y' rnensi3-xus sALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR OO5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(sl278l2Ot6)
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